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Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi
Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten
Wonosobo menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
termasuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan
keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya untuk
melaksanakannya sesuai amanat Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
telah mengawali pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran (TA) 2021 dengan proses
perencanaan yang sebelumnya telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan Bupati Wonosobo
sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA & PPAS) dan selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk
ditetapkan menjadi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala
Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa olen Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah
Kabupaten Wonosobo menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2021.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021
ini adalah sebagai gambaran dan penjelasan posisi keuangan serta target pencapaian
realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan:

a. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,
dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya; dan
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b. menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka
dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo
TA 2021 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku:

a. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 1950, diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan Mengubah Undang-Undang
No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

b. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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f.  UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

g. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

h. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

i. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

j- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

k. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

I.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

m. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

n. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

0. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
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Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

p. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

r. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

s. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

t. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

u. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

v. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

w. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

X. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

y. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);

z. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wiajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523):

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997,

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Wonosobo;

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan
dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021 Nomor 3);

.Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 77 tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah
diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021
Nomor 50);

Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem
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Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan
Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 30); dan

yy. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 52 tahun 2021 tentang Bagan
Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2021 Nomor 52).

3. Sistematika Penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut.
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PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan
B. Landasan Hukum

C. Sistematika Penulisan

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
B. Kebijakan Keuangan
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. lkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang
Telah Ditetapkan

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang
Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

E. Kebijakan Akuntansi Tertentu

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas
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Bab VI PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Bab VIl  PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Bab VIII PENUTUP
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